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Salah satu agenda reformasi pelayanan publik adalah memperbaiki 
gaji pegawai negeri sipil. Meskipun hampir setiap tahun gaji PNS 
mengalami kenaikan antara 15-20 persen, pemerintah belum memiliki 
konsep penggajian pegawai negeri sipil maupun pejabat negara yang 
mengaitkan antara beban kerja dan merit pay (gaji). Dengan kata lain 
pemerintah belum mengembangkan strategi manajemen kinerja untuk 
menciptakan PNS yang produktif. Sejatinya, tujuan organisasi-
organisasi yang melaksanakan merit pay adalah untuk meningkatkan 
kinerja dari para pegawainya. Hal ini dikarenakan sistem penghargaan 
ini akan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. 
Saat ini merit pay masih menjadi kontradiksi. Artikel ini mencoba 
memahami pro dan kontra dari pelaksanaan merit pay serta aspek 
positif dan negatifnya. Bagian terakhir dari artikel ini mencoba 
mendiskusikan bagaimana merit pay harus diimplementasikan oleh 
organisasi untuk membuatnya menjadi lebih produktif dan efektif 
serta efisien. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Tujuan utama setiap organisasi 
merancang sistem imbalan (reward) adalah 
untuk memotivasi karyawan dalam 
meningkatkan kinerjanya serta 
mempertahankan pegawai yang kompeten. 
Dengan merancang sistem imbalan yang baik 
akan memiliki dampak ganda bagi organisasi 
karena di satu sisi imbalan akan berdampak 
pada anggaran organisasi, di sisi lain imbalan 
akan mempengaruhi perilaku serta sikap kerja 
pegawai sesuai dengan keinginan organisasi 
agar pegawai dapat meningkatkan kinerjanya 
[1]. 
Salah satu inti dari reformasi 
pelayanan publik (public service reform) 
adalah memperbaiki gaji yang diterima 
birokrat sipil. Alasannya sederhana, yaitu gaji 
yang diterima oleh PNS masih terbilang 
belum memadai untuk hidup dengan layak. 
Gaji yang belum layak, juga diakui oleh 
pemerintah sendiri dapat mendorong 
terjadinya penyalahgunaan kewenangan 
berupa tindakan korupsi, kolusi dan 
nepotisme di lingkungan pemerintah [2]. 
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Hal ini dapat dipahami karena salah 
satu tujuan seseorang bekerja adalah 
mengharapkan imbalan dari organisasi di 
mana ia bekerja, sedangkan pihak lembaga 
mengharapkan pegawai memberikan kinerja 
yang terbaik bagi lembaga. Akibatnya, jika 
imbalan yang diberikan kepada pegawai 
terlalu tinggi dan tidak mencapai sasaran 
karena imbalan tersebut tidak mempengaruhi 
kinerja pegawai, maka hal ini akan sia-sia 
saja. Di sisi yang lain imbalan yang terlalu 
tinggi juga akan membebani anggaran 
pemerintah. 
Sebenarnya, kaitan antara gaji rendah dan 
korupsi masih diperdebatkan para ahli. Di satu 
sisi, mereka menemukan bahwa gaji PNS 
Indonesia yang terlalu kecil di mana hanya 
mencukupi setengah bulan kebutuhan hidup 
esensial minimal. Anehnya, rata-rata 
pengeluaran bulanan yang dilaporkan 
responden PNS justru jauh di bawah gaji 
bulanan resminya. Fakta ini menunjukkan 
bahwa gaji PNS yang kecil telah mendorong 
PNS untuk mencari sumber penghasilan 
lainnya untuk mengamankan kecukupan 
penghasilannya dalam bentuk sumber-sumber 
pendapatan yang tidak sah [3]. 
Penjelasan ini menyiratkan bahwa gaji 
yang kecil dapat mendorong terjadinya 
korupsi. Di sisi yang lain, seperti yang 
ditemukan oleh [4], analisis terhadap data 
individual dan rumah tangga Sakernas 
menunjukkan bahwa rata-rata gaji PNS 
sebenarnya lebih besar daripada rekan mereka 
yang bekerja di sektor swasta. Jika asumsi ini 
akurat, maka hubungan antara tingkat gaji 
pegawai dengan korupsi perlu ditata ulang. 
Korupsi dengan demikian, bukan 
sekedar mencerminkan respon terhadap “gaji 
rendah”, akan tetapi lebih menunjukkan 
respon terhadap “peluang”. Praktek-praktek 
suap, uang pelicin atau penyalahgunaan 
wewenang terjadi karena resiko untuk 
ditangkap ataupun mendapatkan hukuman 
sangat rendah atau minimal. Lingkungan yang 
demikian tentunya akan menyuburkan budaya 
korupsi. 
Agar hal ini tidak terjadi maka 
pemerintah harus memastikan bahwa imbalan 
yang dibayarkan dapat mempengaruhi kinerja 
pegawainya (performance based pay). 
Organisasi pemerintah harus benar-benar 
merancang sistem imbalan secara efektif dan 
efisien. Namun demikian dalam 
penerapannya masih terdapat kendala, hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 
perubahan desain pekerjaan, komposisi dan 
skill tenaga kerja yang semakin beragam 
tambah mempersulit penilaian kinerja serta 
keakuratan penilaian kinerja itu sendiri. 
Sistem pembayaran yang didasarkan 
pada kinerja (performance based pay) 
merupakan salah satu alternatif untuk 
menjembatani kepentingan kedua pihak 
tersebut. Merit pay merupakan sistem imbalan 
yang dikaitkan dengan kinerja karena semakin 
tinggi kinerja yang akan dicapai pegawai 
maka akan semakin tinggi pula imbalan yang 
diterimanya. Kenyataannya sistem merit pay 
tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan 
bahkan banyak pegawai yang tidak menerima 
sepenuhnya keberadaan sistem imbalan 
dengan merit pay, karena masih banyak 
kekurangan dari sistem pembayaran tersebut 
[5]. 
 
2. KONSEP MERIT PAY DAN PENILAIAN 
KINERJA 
 
Kata merit berasal dari bahasa Inggris 
yang memiliki arti jasa, manfaat serta prestasi. 
Dengan demikian, merit pay merupakan 
pembayaran imbalan (reward) yang dikaitkan 
dengan jasa atau prestasi kerja (kinerja) 
seseorang maupun manfaat yang telah 
diberikan oleh pegawai kepada organisasi. 
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Secara sederhana konsep merit pay 
merupakan sistem pembayaran yang 
mengkaitkan imbalan (reward) dengan 
prestasi kerja (performance) pegawai. 
Implikasi dari konsep merit pay bahwa 
seseorang yang memiliki kinerja yang baik, 
maka akan memperoleh imbalan yang lebih 
tinggi, begitu pula sebaliknya. Artinya, 
semakin tinggi kinerja yang diraih karyawan 
akan semakin tinggi pula kenaikan 
imbalannya. 
Perencanaan merit pay merupakan 
prosedur untuk membedakan gaji yang 
didasarkan kinerja yakni sistem kompensasi 
yang didasarkan atas kinerja yakni sistem 
kompensasi yang didasarkan gaji individual 
atau gaji yang diukur melebihi periode 
tertentu. Untuk pembayaran didasarkan atas 
prestasi atau kinerja yang merupakan bagian 
dari sistem pembayaran reguler, maka para 
pegawai harus dievaluasi secara reguler 
kinerjanya (performance appraisal). 
Penilaian kinerja pegawai merupakan syarat 
mutlak yang harus dilakukan manajemen agar 
merit pay dapat diterapkan dengan baik, sebab 
asumsi umum dalam dunia bisnis bahwa merit 
pay merupakan pembayaran imbalan kepada 
pegawai yang memiliki kinerja tinggi serta 
pemberian insentif untuk kelanjutan kinerja 
yang baik. 
Untuk mengetahui kinerja pegawai 
tersebut tinggi atau rendah maka diperlukan 
penilaian yang baik dari pihak manajemen. 
Sebab jika sistem penilaian tidak baik, maka 
penerapan merit pay juga tidak akan efektif. 
Jadi salah satu kunci bekerjanya sistem merit 
pay tergantung pada seberapa baik sistem 
penilaian kinerja (performance appraisal) 
dalam organisasi tersebut [6]. Hal ini juga 
dikemukakan oleh [7] bahwa kebanyakan 
penilaian kinerja selama ini tidak bisa 
diterima karena memiliki beberapa 
kelemahan, antara lain: 
a. Pegawai staf, pimpinan diikat oleh 
banyak sistem, proses dan orang. 
Tetapi fokus penilaian kinerja hanya 
pada individu, hal ini menghasilkan 
penilaian yang bersifat individual 
bukan sebagai suatu sistem dalam 
suatu organisasi. 
b. Penilaian kinerja menganggap sistem 
dalam organisasi tersebut konsisten 
dan dapat diprediksi. Padahal dalam 
kenyataan sistem dan proses 
merupakan subyek yang dapat 
berubah karena secara sadar organisasi 
harus melakukan perubahan sesuai 
dengan kemampuannya serta tuntutan 
bisnis. 
c. Penilaian kinerja menuntut 
persyaratan proses penilaian yang 
obyektif, konsisten dan dapat 
dipercaya serta adil, tetapi disisi lain 
penilaian kinerja akan dapat dilihat 
pekerja sebagai hal yang mendadak 
dan didasarkan favoritisme. 
[8] Menganjurkan agar sebelum 
menerapkan sistem imbalan berdasarkan 
kinerja perlu melakukan penilaian yang 
mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan 
ini. Terdapat sepuluh pertanyaan yang harus 
dijawab sebelum menerapkan sistem imbalan 
berbasis kinerja, yakni: (1) Apakah 
pembayaran dinilai oleh pegawai; (2) Apakah 
sasaran yang akan dicapai oleh sistem imbalan 
berdasarkan kinerja; (3) Apakah nilai-nilai 
organisasi menguntungkan bagi sistem 
pembayaran kinerja; (4) Dapatkah kinerja 
diukur secara akurat; (5) Seberapa sering 
kinerja diukur dan dievaluasi; (6) Tingkat 
kesatuan apa (individu, kelompok atau 
organisasi) yang akan digunakan 
mendistribusikan imbalan; (7) Bagaimana 
bayaran akan dikaitkan dengan kinerja 
(misalnya: melalui peningkatan jasa, bonus, 
komisi atau insentif); (8) Apakah organisasi 
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mempunyai sumber keuangan yang memadai 
untuk membuat agar pembayaran berdasarkan 
kinerja bermakna; (9) Tahap-tahap apa saja 
yang akan ditempuh untuk memastikan bahwa 
pegawai dan manajemen punya komitmen 
terhadap sistem itu dan; (10) Tahap-tahap apa 
saja yang akan ditempuh untuk memantau dan 
mengendalikan sistem tersebut. 
Dalam praktiknya, agar penilaian 
kinerja dapat dilaksanakan dengan baik maka 
diperlukan metode yang memenuhi 
persyaratan antara lain: (1) Yang diukur 
adalah benar-benar prestasi dan bukan faktor-
faktor lainnya, seperti yang menyangkut 
pribadi seseorang; (2) Menggunakan tolok 
ukur yang jelas dan yang pasti menjamin 
bahwa pengukuran itu bersifat obyektif; (3) Di 
mengerti, dipahami dan dilaksanakan 
sepenuhnya oleh semua anggota organisasi 
yang terlibat; (4) Di laksanakan secara 
konsisten dan didukung sepenuhnya oleh 
pimpinan puncak organisasi [9]. 
 
3. KINERJA AKTUAL PNS 
 
Sebenarnya pemerintah melalui 
Menpan telah mengakui bahwa sistem 
penggajian PNS dan pejabat negara belum 
diatur secara khusus (Tempo Interaktif, 11 
Juli 2007). Dampaknya adalah masing-
masing lembaga menerapkan sistem 
penggajian yang berbeda-beda. Ironisnya, 
besaran gaji yang diterapkan tidak 
memperhatikan beban tanggung jawab atau 
resiko pekerjaan. 
Data menunjukkan bahwa meskipun gaji PNS 
telah dinaikkan berkali-kali, kinerja PNS 
belum sesuai harapan. Bahkan hasil pendataan 
ulang PNS pada tahun 2003 yang dilakukan 
oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur 
Negara (PAN) menunjukkan bahwa 60 persen 
kinerja PNS belum efektif dan efisien [10]. 
Kinerja PNS yang rendah disebabkan 
oleh beberapa faktor yang saling terkait. Hasil 
kajian [11] melaporkan bahwa sistem promosi 
dan penerimaan PNS membuka banyak celah 
sehingga di mana dengan menyogok 
seseorang dapat memperoleh promosi atau 
bisa diterima sebagai pegawai. Bisa 
dipastikan bahwa mutu aparat yang 
dipromosikan dan diterima dengan semacam 
ini menjadi sangat rendah. 
Faktor lainnya adalah sistem 
penggajian yang tidak terkait dengan upaya 
meningkatkan kinerja (no pay performance-
link). Hasil kajian [11] melaporkan bahwa 
pegawai negeri sering mencari alasan atas 
kinerja yang buruk, absensi dan praktik-
praktik korupsi dengan menyatakan bahwa 
mereka tidak dibayar dengan cukup. Hal ini 
diperparah dengan hukuman yang tidak tegas 
terhadap aparat yang korupsi dan mutu 
kinerjanya rendah. 
Kasus di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali 
bisa menjadi contoh yang baik. 
Pengembangan kinerja pegawai di sana telah 
dikaitkan dengan insentif baik material 
maupun non material. Para pegawai harus 
melakukan absensi empat kali sehari melalui 
cap jari elektronik (finger print). Sanksi bagi 
pegawai yang absen dilakukan dengan 
memotong jumlah hari liburan tahunan 
mereka. Dalam kasus yang lebih ekstrim, 
pegawai bisa dirumahkan atau dipensiunkan. 
Sebaliknya, bagi pegawai yang mampu 
menunjukkan kehadiran dan kinerja yang baik 
diberikan penghargaan melalui insentif gaji 
sejumlah Rp 1 Juta di akhir tahun [11]. 
Selanjutnya faktor tingkat pendidikan 
yang rendah juga ditengarai sebagai penyebab 
buruknya kinerja PNS [11]. Dari jumlah PNS 
yang telah mencapai lebih dari 3,7 juta sekitar 
40 persen di antaranya berpendidikan sekolah 
menengah atas ke bawah. Dengan pendidikan 
yang mencemaskan tersebut, kemampuan 
P a g e  | 5 
 
Journal of Public Administration and Local Governance, Vol. 1, No. 1, September 2017 
Integrasi Riset dan Pembelajaran dalam Studi Administrasi Negara 
ISSN: xxxx-xxxx 
yang dimiliki aparat pemerintah menjadi 
terbatas sehingga dapat berimbas negatif pada 
mutu pelayanan publik. 
 
4. FAKTOR PEMBENTUK KINERJA 
 
Lantas, bagaimana sebenarnya kinerja 
pegawai itu terbentuk? Mengutip teori kinerja 
yang telah dikembangkan oleh McCloy, 
Campbell dan Cuedeck [12], bahwa kinerja 
pegawai ditentukan oleh sejumlah faktor 
berikut: 
Kinerja pegawai adalah fungsi dari (P, 
Kh, K, M) di mana: 
a. P= pengetahuan mengenai fakta, 
aturan, prinsip dan prosedur 
b. Kh= keahlian (skill) untuk 
melaksanakan pekerjaan atau tugas 
c. K= kemampuan (ability) untuk 
melaksanakan pekerjaan atau tugas 
d. M= motivasi 
Model kinerja di atas menunjukkan 
bahwa kinerja pegawai bergantung pada 
perpaduan faktor personal/individu yaitu: 
pengetahuan, keahlian, kemampuan dan 
motivasi. Implikasinya adalah proses 
rekrutmen calon pegawai perlu 
memperhatikan kedalaman pengetahuan 
(indepth knowledge). 
Selanjutnya, proses pengembangan 
pegawai hendaknya difokuskan pada 
pembangunan keahlian dan kemampuan 
pegawai sehingga pegawai dapat 
menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan 
efektif. Untuk meningkatkan kontribusi 
pegawai baik di tingkat individu dan 
organisasi, perlu dicari cara-cara yang efektif 
untuk memotivasi pegawai. Implikasinya, 
pemerintah tidak cukup hanya menyediakan 
strategi kompensasi yang menarik tetapi juga 
memerlukan kebijakan pengembangan kinerja 
pegawai yang obyektif dan dapat merangsang 
motivasi kerja dan kinerja pegawai yang terus 
meningkat. 
Selain faktor personal, masih ada 
faktor lain yang dapat menentukan kinerja 
pegawai yakni kepemimpinan, tim, sistem dan 
kontekstual [13]. Faktor kepemimpinan 
meliputi: kualitas dalam memberikan 
dorongan, semangat, arahan dan dukungan 
yang diberikan oleh manajer dan tim leader. 
Faktor tim meliputi: kualitas dukungan dan 
semangat yang diberikan oleh rekan dalam 
satu tim. Faktor sistem mencakup sistem 
kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 
disediakan oleh organisasi, proses organisasi 
dan kultur kinerja dalam organisasi. Faktor 
kontekstual (situasional) meliputi: tekanan 
dan perubahan lingkungan eksternal dan 
internal. 
Merit pay (sistem imbalan berbasis 
kinerja) dalam hal ini masuk ke dalam faktor 
sistem. Meskipun bukan satu-satunya faktor 
penentu kinerja, beberapa penelitian 
mengkonfirmasi bahwa imbalan khususnya 
dalam bentuk uang berperan penting dalam 
menjaga kinerja pegawai [14]. Menggunakan 
pendekatan merit pay kepada kinerja pegawai 
merupakan ciri yang penting dari organisasi 
yang berorientasi pada kinerja. 
 
5. SISI POSITIF DAN NEGATIF MERIT 
PAY 
 
Penerapan merit pay bagi pegawai 
dipandang cukup adil, karena pegawai 
diberikan imbalan yang berbeda sesuai 
dengan prestasi kerja yang diraihnya. Pegawai 
yang menghasilkan kinerja yang tinggi akan 
memperoleh kenaikan gaji yang lebih tinggi 
dibandingkan pegawai yang memperoleh 
level kinerja di bawahnya. Artinya pegawai 
harus berprestasi lebih baik dulu baru akan 
mendapatkan imbalan. Dengan demikian jika 
merit pay dapat diterapkan secara efektif 
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maka akan memiliki dampak positif bagi 
organisasi karena dapat meningkatkan kinerja 
serta kepuasan kerja karyawan. 
Persoalannya apakah merit pay benar-
benar meningkatkan kinerja serta kontribusi 
yang tinggi bagi produktivitas atau tidak. 
Banyak praktisi dan akademisi setuju bahwa 
secara teori merit pay merupakan ide yang 
baik. Berdasarkan pandangan yang digunakan 
secara luas berkaitan dengan expectancy 
theory, merit pay seharusnya memungkinkan 
organisasi untuk: (1) Mendorong tingkat rata-
rata motivasi kerja individual; (2) 
Meningkatkan pencapaian yang berorientasi 
individual dan; (3) Mempertahankan 
penilaian yang tinggi bagi pegawai yang 
memiliki kinerja yang tinggi [15]. 
Walaupun sebenarnya kebijakan 
memotivasi pegawai yang terbaik adalah 
harus memiliki tujuan yang jelas dan 
menantang namun pegawai harus merasa 
mereka dibayar secara adil untuk usaha 
pencapaian tujuan tersebut. Riset menemukan 
bukti kuat bahwa penggunaan imbalan 
sebagai motivator kinerja memiliki tingkat 
ketidakpastian yang tinggi sebagai konsistensi 
dari outcome. Penyesuaian imbalan tahunan 
berdasarkan kebijakan pay for performance 
dari perbedaan pemberian imbalan yang 
meningkat, tidak secara konsisten memotivasi 
kinerja yang tinggi. Pegawai harus secara 
palsu mengkaitkan usaha dengan imbalan 
dalam cara yang menciptakan harapan bahwa 
usahanya harus dihargai untuk kenaikan 
pembayaran imbalan menjadi adil [16]. 
Masalah utama dari program merit pay 
adalah banyak desainnya yang tidak baik atau 
penerapannya tidak efektif, khususnya bagi 
pekerja kerah putih (white colar) serta untuk 
metode pengukurannya yang sistematik yang 
dikaitkan dengan produktivitas [17]. 
Oleh karena sistem pembayaran ini 
mengkaitkan kinerja yang dicapai oleh 
seorang pegawai, maka semakin tinggi kinerja 
akan semakin tinggi pula kenaikan yang 
diberikan organisasi kepadanya. Dengan 
demikian, pembayaran menggunakan sistem 
ini dapat dilakukan jika organisasi memiliki 
data tentang kinerja pegawai yang telah 
dicapainya pada masa lalu. Hal ini merupakan 
kelemahan merit pay, karena hanya 
memfokuskan pada masa lalu, tanpa 
memperhatikan kinerja masa yang akan 
datang. Karyawan yang mencapai kinerja 
masa lalu yang tinggi akan memperoleh 
imbalan yang tinggi tanpa sedikitpun 
mengkaitkannya dengan kinerja yang akan 
datang. Sebab sistem ini mengasumsikan 
bahwa kinerja masa yang akan datang 
merupakan cerminan kinerja masa lalu, 
padahal tidak selamanya hal itu terjadi. 
Survei yang dilakukan oleh [17] 
menunjukkan bahwa kebanyakan pegawai 
tidak melihat banyak hubungannya antara 
imbalan yang mereka terima dengan seberapa 
baik hasil kerja mereka. Kebanyakan para 
pegawai diperlakukan sama, artinya mereka 
diberi imbalan hanya didasarkan semata-mata 
pada waktu yang dihabiskan untuk bekerja. 
 
6. FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN 
MERIT PAY 
 
Menurut [18], sistem merit pay 
sekarang dipandang tidak adil dan tidak ada 
kaitannya dengan kinerja serta hanya 
mempertimbangkan pembaruan hak kepada 
karyawan. Oleh karenanya banyak program 
merit pay yang tidak berhasil. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 
dua hal yang menjadi penyebab tidak 
bekerjanya merit pay:  
a. Dari sudut statistik, penerapan merit 
pay mengacu pada Bell-Shape Curve 
yang berdistribusi normal. Implikasi 
dari bentuk distribusi ini bahwa 
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seluruh pegawai memiliki 
kemampuan yang sama, sehingga 
prestasi kerja pegawai dianggap secara 
random dan usaha yang dilakukan 
oleh departemen sumber daya manusia 
untuk meningkatkan kinerja tidak 
bermanfaat, seperti sistem seleksi 
karyawan, training, peningkatan 
pendidikan serta promosi atau lainnya. 
Padahal dalam kenyataannya prestasi 
kerja karyawan berbeda-beda sesuai 
dengan kemampuan serta pengalaman 
kerjanya, akibatnya karyawan yang 
memiliki kinerja di bawah rata-rata 
lebih sedikit setelah ditraining serta 
usaha peningkatan kinerja lainnya 
yang dilakukan perusahaan. 
b. Jadi seharusnya yang digunakan 
adalah distribusi yang menceng ke 
kanan bukan atas dasar bentuk 
distribusi normal. Akibatnya dalam 
penerapan anggaran untuk imbalan 
mengacu pada distribusi normal. 
Kesalahan ini akan berimplikasi pada 
pihak lembaga serta menciptakan 
dilema bagi pemimpin untuk 
melakukan tiga hal kemungkinan, 
yakni (1) Memberi peringkat kepada 
pegawai lebih rendah dari kinerja 
sesungguhnya untuk menyesuaikan 
dengan anggarannya; (2) Memberi 
peringkat pegawai lebih tinggi dan 
harus menjelaskan mengapa 
peningkatan imbalan tidak sesuai 
dengan peringkat dan; (3) Menaikkan 
anggaran merit. 
c. Perbedaan dari merit pay antara 
kinerja yang tinggi dan yang rendah 
begitu kecil dan tidak ada nilai insentif 
serta tidak jelasnya bagaimana 
seseorang memperoleh imbalan lebih 
tinggi dan lebih rendah yang dapat 
diperoleh secara adil, sehingga bagi 
pegawai sulit memutuskan apakah 
imbalan benar-benar dikaitkan dengan 
kinerja. 
 
7. EFEKTIVITAS PENERAPAN 
SISTEM MERIT PAY 
 
Meskipun sistem pembayaran 
berdasarkan kinerja secara substansial dapat 
meningkatkan produktivitas pegawai, desain 
dan implementasi yang jelek dapat menekan 
potensi efektivitasnya. Supaya efektif, sistem 
imbalan berbasis kinerja harus berhubungan 
dengan tiga persoalan utama: penentuan dan 
pengukuran kinerja, penentuan imbalan dan 
juga harus mendapatkan penerimaan pegawai 
[19]. 
Sedangkan [20] menyarankan agar 
sistem merit pay efektif dapat dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Membuat standar kinerja yang tinggi 
sebab penghargaan yang rendah 
cenderung menjadi pemenuhan 
ramalan sendiri dan puncak prestasi 
jarang dihasilkan dari pengharapan 
yang sedang-sedang saja. 
b. Mengembangkan sistem penilaian 
kinerja yang akurat dan memiliki 
fokus pada kriteria yang berorientasi 
pada hasil dan spesifik pekerjaan. 
c. Melatih pemimpin dalam penilaian 
kinerja dan seni dalam pemberian 
umpan balik kepada pegawai bawahan 
sedangkan kinerja yang tidak efektif 
harus dikelola secara konstruktif. 
d. Mengkaitkan secara erat imbalan 
dengan kinerja serta menggunakan 
penilaian kinerja semi tahunan untuk 
memberikan atau menolak 
peningkatan merit. 
e. Menggunakan suatu rentang 
peningkatan merit yang luas dan 
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membuat peningkatan gaji menjadi 
lebih bermakna. 
Menurut [8] suatu program imbalan 
berdasarkan kinerja kemungkinan besar 
berhasil jika: (1) Program dikomunikasikan 
dengan jelas, dapat dipahami, bonus mudah 
dihitung; (2) Pegawai ikut serta dalam 
menetapkan dan menjalankan program dan 
mereka percaya bahwa mereka akan 
diperlakukan dengan adil; (3) Pegawai yakin 
mereka dapat mempercayai lembaga dan 
karena itu merasa aman dalam bekerja; (4) 
Bonus diberikan segera mungkin setelah 
kinerja yang diinginkan terlihat. 
Namun demikian, beberapa studi 
menunjukkan bahwa tingkat gaji pokok tidak 
terlalu dianggap penting oleh pegawai. Para 
pegawai menginginkan manajemen dapat 
menghargai upaya-upaya yang telah mereka 
lakukan untuk kemajuan organisasi [21]. 
Dengan demikian untuk memotivasi pegawai, 
program kompensasi tidak semata-mata 
menyediakan instrumen uang. Kondisi-
kondisi yang tidak diukur dengan uang yang 
harus dipenuhi mencakup: kejelasan uraian 
tugas dan batasan ukuran kinerja yang jelas 
dan terkait dengan sasaran organisasi. 
Konsekuensinya perlu ada perbedaan imbalan 
antara pegawai yang berkinerja baik, biasa-
biasa saja dan yang kurang. 
 
8. PENUTUP 
 
Walaupun merit pay memiliki 
keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni 
pegawai maupun organisasi, namun dalam 
penerapannya memiliki kendala berkaitan 
dengan penilaian kinerja yang akurat dan adil 
serta penentuan besarnya kenaikan imbalan 
atas dasar kinerja yang dihargai pegawai. Di 
sisi lain, pegawai sulit memahami mengapa 
imbalan yang mereka terima berbeda, apalagi 
jika dikaitkan kinerja karena karyawan lebih 
mudah memahami perbedaan pangkat dan 
senioritas daripada perbedaan kinerja. 
Reformasi manajemen kompensasi di 
sektor publik hendaknya juga diarahkan pada 
upaya-upaya meningkatkan penghargaan bagi 
PNS yang berkinerja baik dan didukung 
dengan komunikasi yang intensif serta 
dukungan sumber dana yang terencana. 
Penghargaan bisa berbentuk kenaikan 
tunjangan atau pengembangan karier yang 
lebih tinggi sesuai dengan kompetensi dan 
derajat kinerja yang dicapai. 
Untuk itu, pemerintah perlu membuka 
akses yang fair dan obyektif kepada setiap 
PNS untuk merealisasikan harapan-
harapannya. Pemberian hukuman tetap 
penting diberlakukan kepada PNS yang 
berkinerja buruk, tetapi diarahkan sebagai 
sarana pembelajaran. 
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